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KATA PENGANTAR

The self-suffi  ciency of law is an illusion
Lawrence M. Friedmann – 1953 –

Pernyataan syukur semata-mata tertuju pada Sang 
Penguasa alam, Allah SWT. Zat dengan segala ke-Maha-annya 
yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada penulis untuk 
menyelesaikan penyusunan buku ini. Salawat dengan penuh 
takzim senantiasa tertuju kepada Baginda Rasulullah SAW, nabi 
akhir zaman yang telah mengembalikan dan meletakkan kembali 
fondasi fi trah manusia sebagai abdillah yang tiada lain hidupnya 
semata-mata untuk beribadah kepada Sang Khaliq.

Risalah-risalah yang terangkum dalam buku ini merupakan 
kulminasi dari visi penulis yang ingin menyusun suatu buku hukum 
acara perdata secara lengkap dengan perspektif yang sama sekali 
berbeda (very diff erent perspective). Perspektif yang berkelebat 
dalam diskursus hukum coba penulis ejawantahkan dalam menyusun 
suatu bangunan analisis hukum acara yang, sekalipun tidak dapat 
dikatakan lengkap, namun penulis yakini dapat memberikan suatu 
model pemahaman baru terhadap hukum acara.

Ada sementara kegelisahan pemerhati hukum akan 
kejumudan berpikir dalam menafsirkan hukum. Kejumudan yang 
lahir dari apa yang pernah dikemukakan oleh Baron de Charles de 
Secondat Montesquieu empat abad silam “the judge as la bouche de 
la looi, as the mouthpiece of law” (Achmad Ali, 2009:477). Kegelisahan 
yang bukan tanpa pasal, mengingat kejumudan berpikir atau dapat 
dikatakan sebagai ketidakinginan yuris untuk menggali makna dan 
kemungkinan penerapan lain dari bunyi undang-undang dalam 
praktik sering melahirkan ketidakadilan, alih-alih keadilan yang 
memenuhi ekspektasi masyarakat akan forma dan ekses hukum. 

Pada titik ini hukum kemudian dilihat sebagai entitas yang 
kejam, alih-alih mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, 
ia justeru hadir dalam suatu forma yang berkebalikan. Tepatlah 
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yang dikatakan Sudikno Mertokusumo bahwa undang-undang, jika 
dilaksanakan secara ketat (kaku, rigid), sering kali terasa kejam dan 
jauh dari dimensi humanisnya (lex dura sed tamens scripta) (Sudikno 
Mertokusumo, 1993:3).

Penulis menyadari sepenuhnya maksud dari sekian ujaran 
tersebut di atas, karena itu seketika menginspirasi penulis untuk 
menyusun suatu risalah hukum acara dari perspektif yang lebih luas 
(the broadening perspective), perspektif yang hendak membebaskan 
yuris (Hakim) dalam menafsirkan dan mengimplementasikan 
ketentuan-ketentuan dalam hukum acara dari kungkungan makna 
tekas yang sempit beralih kepada pemaknaan teks menurut fungsi 
hukum sebagai pengatur ketertiban (to order) dan yang terpenting 
merepresentasikan asas-asas hukum sebagai sebuah metanorma 
yang memayungi peraturan-peraturan di bawahnya. Muara dari 
serangkaian cara sebagai demikian adalah mewujudkan keadilan 
dari sejak suatu sengketa diterima, diperiksa, diadili, diputus, 
hingga diselesaikan oleh Hakim (Pengadilan). 

Perspektif menarik mengenai hukum acara sebagai penegas 
hal ini pernah dikemukakan oleh Yahya Harahap (2007:v), Sang 
Begawan Hukum Acara. Ia dengan sangat lihai menggambarkan 
idealitas upaya mewujudkan keadilan:

“Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan 
pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. 
Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. 
Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan 
sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kata 
lain apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, 
benar-benar due process of law atau undue process. Apabila sejak 
awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan 
sesuai dengan ketentuan hukum acara (due process of law) berarti 
pengadilan telah menegakkan ideologi fair trial yang dicita-citakan 
negara hukum dan masyarakat demokratis”

Hukum acara perdata yang pengaturannya terangkum 
dalam beberapa ketentuan perundang-undangan tidak dapat 
dipandang sebagai aturan yang telah lengkap dan sempurna (the 
fi nite scheme). Ia tetap identik dengan kekurangan di sana-sini. 
Karena seperti eksponen sociological jurisprudence yakini bahwa 
teks hukum dalam undang-undang senantiasa terbatas dalam 
menangkap keseluruhan fenomena, ia oleh karenanya harus 
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senantiasa didekatkan dengan konteksnya. Risalah dalam buku ini 
berusaha menerapkan pandangan demikian, sehingga diharapkan 
diperoleh suatu pemahaman hukum acara yang bernuansa 
kontekstual dan aplikatif. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Yang Mulia Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., 
Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI; Drs. H. M. Said Munji, 
SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin; dan Dr. 
Mohammad Eff endy, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan 
memberikan pengantar dalam buku ini.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada rekan-rekan 
sejawat di Pengadilan Agama Banjarbaru, Azimar Rusydi, S.Ag., 
MH.; Dra. Hj. Amalia Murdiah, SH., M.Sy.; H. Edi Hudiata, Lc., 
MH.; Mohammad Anton Dwi Putra, SH.; H. Khoriul Huda, S.Ag., 
SH., Muhlis, SHI., MH.; Zulkifl i, SEI.; dan Muhammad Anshari, 
S.Kom. atas dukungannya selama ini kepada penulis dalam 
menyelesaikan naskah buku ini. Terima kasih secara khusus 
penulis sampaikan kepada Mochammad Umaryaji, SH., Hakim 
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah menjadi rekan diskusi dan 
berkenan memberikan saran dan masukan selama menyusun dan 
menyelesaikan risalah buku ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Drs. Zainuddin, SH 
(alm) dan Dra. St. Aisyah, terima kasih yang tidak terhingga atas 
didikannya selama ini sehingga penulis dapat menelurkan karya-
karya yang bermanfaat bagi orang lain. Atas dukungan dan cinta 
yang tiada henti, penulis ucapkan terima kasih kepada isteri 
tercinta, Siti Zulaeha, Am.Keb.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat 
membawa manfaat bagi segenap pembaca. Saran dan kritik 
membangun sangat diharapkan penulis guna perbaikan materi 
pada penyusunan-penyusunan selanjutnya.

Wallahu a’lam bi al shawab.

Banjarbaru, Maret 2016

      M. Natsir Asnawi 
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KATA PENGANTAR
CETAKAN KEDUA

– Rahim hukum adalah nurani,
Karenanya menyelesaikan masalah hukum dengan mengabaikan 

nurani sama saja dengan mencerabut hukum dari rahimnya – 

Alhamdulillahirabbilalamin, tiada kata yang dapat 
menggambarkan lebih baik atas rasa syukur penulis kepada Allah 
SWT yang atas izinnya, buku kami telah memasuki cetakan kedua. 
Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi 
Muhammad SAW, khatam al anbiya wa al mursalin, suri tauladan 
bagi seluruh umat manusia.

Pada cetakan kedua ini, Penulis belum menambahkan 
perubahan. Harapan kami, semoga buku ini dapat memberi manfaat 
lebih bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum Indonesia 
serta berkontribusi terhadap pengembangan keprofesian hukum.

Terima kasih penulis ucapkan kepada penerbit UII Press yang 
berkenan mencetak ulang buku ini. Semoga kerja sama yang baik 
senantiasa terjalin pada masa-masa yang akan datang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Banjarbaru, Agustus 2017
M. Natsir Asnawi, S.HI., MH.
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KATA PENGANTAR
CETAKAN KETIGA (Edisi Revisi)

– Sebagai alat menegakkan hukum materil, hukum acara seharusnya 
lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan 
berhukum. Tidak ada tempat bagi “kejumudan paradigma dan 
penerapan hukum acara” manakala kebutuhan berhukum 
menuntut perubahan fundamental dalam penerapan hukum 

acara perdata – 

Alhamdulillahirabbilalamin, tiada kata yang dapat 
menggambarkan lebih baik atas rasa syukur penulis kepada Allah 
SWT yang atas izinnya, buku kami telah memasuki cetakan ketiga. 
Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi 
Muhammad SAW, khatam al anbiya wa al mursalin, suri tauladan 
bagi seluruh umat manusia.

Pada cetakan ketiga ini, Penulis menambahkan pengayaan 
dan penyesuaian materi pada beberapa bab. Penambahan 
dan penyesuaian ini disesuaikan dengan perubahan peraturan 
perundang-undangan terkait dengan hukum acara perdata. Selain 
itu, penulis menambahkan satu bab khusus pada bab terakhir atau 
Bab XXV mengenai urgensi penerapan prosedur dismissal (dismissal 
procedure) dalam hukum acara perdata. Gagasan ini merefl eksikan 
pemikiran penulis agar penerapan asas peradilan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan dapat benar-benar diterapkan dari sejak perkara 
didaftarkan di Pengadilan. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada penerbit UII Press yang 
berkenan mencetak ulang buku ini. Semoga kerja sama yang baik 
senantiasa terjalin pada masa-masa yang akan datang.
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Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat lebih menambah 
kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dan pengaturan 
hukum acara perdata ke depannya, sehingga hukum acara perdata 
benar-benar merefl eksikan kehendak bersama dalam mewujudkan 
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Bandar Lampung, Februari 2019
       M. Natsir Asnawi, S.HI., MH.



KATA PENGANTAR
CETAKAN KEEMPAT

Pertama-tama, ucapan terima kasih kami sampaikan 
kepada segenap pembaca yang telah mengapresiasi hadirnya buku 
Hukum Acara Perdata. Alhamdulilah, kini telah memasuki cetakan 
keempat. 

Pada cetakan keempat ini, dilakukan sedikit pembaruan 
terkait mediasi dengan memasukkan pokok-pokok pengaturan 
mediasi elektronik. Selain penambahan, beberapa kesalahan 
ketik juga diperbaiki guna menambah kenyamanan para pembaca 
membaca lembar demi lembar materi pembahasan.

Sekali lagi, terima kasih terhadap resepsi dan apresiasi para 
pembaca terhadap kehadiran buku ini. Harapan kami, semoga 
buku ini terus memberi manfaat dalam pengembangan studi dan 
dialektika hukum acara perdata. 

      Jakarta, Juli 2023

      M. Natsir Asnawi
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